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P E N E T A P A N

Nomor 683/Pdt.G/2025/PA.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BEKASI

Memeriksa  dan  mengadili  perkara  perdata  agama  pada  tingkat  pertama  telah

menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara: 

XXXX,  tempat dan tanggal  lahir di Bekasi, 28 Maret 1994  (umur  31

tahun),  NIK xxxx3940004,  agama Islam, pendidikan

terakhir D3, pekerjaan Pegawai  Non-ASN,  Nomor

Handphone 085770035055, tempat tinggal di Xxxx,

Kota  Bekasi,  Jawa  Barat.  Dalam  hal  ini

menggunakan  domisili  elektronik  dengan  Alamat

email : dhitashellyferlina28@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

XXXX,  tempat  dan tanggal  lahir  di Bekasi,  03 Juni  1988  (umur 37

tahun),  NIK  xxxx880020,  agama Islam,  pendidikan

terakhir D3,  Pekerjaan  Karyawan  Swasta,  Nomor

Handphone 085692091115, tempat tinggal di Xxxx,

Kota Bekasi, Jawa Barat, (belakang rumah No. 3);

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 10

Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada

tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 683/Pdt.G/2025/PA.Bks

telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa,  pada  tanggal  22  Agustus  2020,  Penggugat  dan  Tergugat

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah
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Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Medan  Satria,  Kota  Bekasi,  Sesuai

dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor 0516/110/VIII/2020,  tertanggal  24

Agustus 2020;

2. Bahwa,  setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat

bertempat  tinggal  terakhir  di Xxxx,  Kota  Bekasi,  Jawa  Barat,  (belakang

rumah No. 3);

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat  telah

berhubungan sebagaimana layaknya suami  dan istri  (ba’da dukhul),  dan

telah  dikaruniai  seorang anak yang bernama:  Xxxx,  Perempuan,  tempat

dan tanggal lahir di Bekasi, 30 September 2021, belum sekolah, di asuh

bergantian oleh Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

dan harmonis. Akan tetapi, sejak sekitar bulan Januari 2022 rumah tangga

Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang

penyebabnya antara lain :

a. Bahwa Tergugat sering mencari-cari kesalahan Penggugat

sehingga terjadi pertengkaran terus menerus;

b. Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sering  berbeda

pendapat dalam hal pekerjaan dan pengasuhan anak; 

c. Bahwa Tergugat bermain Judi Online;

d. Bahwa  Tergugat  melakukan  pinjaman  online  tanpa

sepengetahuan Penggugat,  dan Tergugat  tidak bertanggung jawab

dalam hutang tersebut yang mana hutang tersebut Penggugat yang

melunasi;   

e. Bahwa  Tergugat  kurang  bertanggung  jawab  dalam

memberikan nafkah lahir dimana Tergugat hanya memberikan nafkah

sekedarnya saja;

5. Bahwa,  puncaknya  pada  tanggal  9  Agustus  2024, dimana  terjadi

perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat mengucapkan

kata  cerai  dihadapan  orang  tua  Penggugat,  dan  Tergugat  mengusir

Penggugat  dari  rumah tempat  tinggal  bersama, kemudian sejak  saat  itu

antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  terjalin  hubungan

sebagaimana layaknya suami dan istri;
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6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi

tidak berhasil;

7. Bahwa,  ikatan  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk

suatu  rumah  tangga  yang  sakinah  mawaddah  warahmah sebagaimana

maksud  dan  tujuan  dari  suatu  pernikahan,  sehingga  lebih  baik  diputus

karena perceraian;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah

memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9

Tahun 1975  jo Pasal 116 Kompilasi  Hukum Islam  jo SEMA No. 1 Tahun

2022;

9. Bahwa,  terhadap  biaya  yang  timbul  akibat  perkara  ini  agar

dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  Penggugat  memohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba’in sughra Tergugat (Xxxx)  terhadap

Penggugat (Xxxx);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang

berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau  apabila  Majelis  Hakim mempunyai  pendapat  lain,  mohon  menjatuhkan

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat elah

menghadap sendiri  ke  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang  ke

persidangan atau mengutus Wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum

dan dimulai dengan membacakan gugatan Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap

dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan

nasehat kepada  Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk

bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawadah,
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warahmah berhasil;

Bahwa dihadapan  Majelis  Hakim,  Penggugat  dan Tergugat menyatakan

secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Bekasi  dengan  register  perkara  Nomor

683/Pdt.G/2025/PA.Bks dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk  kepada

hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim

dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang

menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan

mengenai  tempat domisili  Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan

Agama Bekasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2)/Pasal 73 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama

Bekasi  berwenang  menerima,  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  gugatan

Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat

hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka

dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai

pihak dalam perkara ini  (persona standi in judicio) dan mempunyai kualitas untuk

mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  jo. Pasal 73 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan
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Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan

tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan

dilakukan secara resmi  serta  patut  sesuai  dengan ketentuan Pasal  55  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua

belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (in person) di persidangan; 

Upaya Damai

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  terakhir  dengan

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  jo. Pasal 31 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati  Penggugat

supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan  Penggugat  mengajukan

permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang,  bahwa  terhadap  permohonan  Penggugat  tersebut,  maka

berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut

untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (Reglemen of de Rechtsvordering) yang meskipun

telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur

oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (process doelmatigheid) Rv masih perlu

dijadikan  landasan  pedoman  hukum,  antara  lain  mengenai  permasalahan

pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang,  bahwa  dengan  dikabulkannya  permohonan  pencabutan

tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3

Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
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2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-

ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan  Permohonan  pencabutan  Perkara  nomor

683/Pdt.G/2025/PA.Bks dari Pemohon;   

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat  pencabutan perkara tersebut

dalam register perkara 

3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp. 184.000,- ( seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;  

Penutupan

Demikianlah  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Bekasi pada hari Senin tanggal #1069# Masehi bertepatan dengan tanggal

25 Sya'ban 1446 Hijriah oleh  Drs.  Rahmat sebagai  Ketua Majelis,  Dra.  Hj.  Siti

Sabihah,  S.H.  M.H.  dan  Hj.  Susilawati,  S.E.I., masing-masing  sebagai  Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Misbah  Nasri  Sailellah,  S.H.I. sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

 

Drs. Rahmat

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

 

 

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Misbah Nasri Sailellah, S.H.I.
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Perincian biaya:

1. Biaya PNBP Pendaftaran Rp30.000,00
2. Biaya Proses Rp100.000,00
3. PNBP Panggilan Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan Rp14.000,00
5. Biaya Redaksi Rp10.000,00

6. Biaya Meterai Rp10.000,00
JUMLAH Rp184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7


